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Pendahuluan

Setidaknya ada tiga jebakan yang dengan segera muncul ke-
tika bicara multikulturalisme dilihat dalam perspektif feminis. Per-
tama, multikulturalisme diasumsikan berangkat dari pengakuan
kesetaraan atas semua entitas kultur yang multi dalam masyarakat.
Pandangan ini mengabaikan relasi kuasa yang muncul ‘secara alami’
yang kemudian mendominasi pelbagai kultur yang ada. Dan relasi
kuasa ini akan semakin timpang tatkala salah satu budaya itu
diadopsi oleh negara dan kemudian digunakan sebagai budaya
kekuasaan. Salah satu contoh yang paling gamblang dalam konteks
Orde Baru adalah budaya Jawa. Konsep Jawa tentang perempuan
merupakan buah sempurna dari perpaduan berbagai unsur. Budaya
Jawa kelas menengah, berkawin dengan konsep kolonial tentang
peran perempuan yang menyerap tradisi Kristiani dan budaya Eropa
abad pertengahan (Victorian) plus mengabil kerak Islam sufistik yang
masuk ke Indonesia akhir abad ke 7 sampai 14. Maka sempurnalah
perpaduan ini dan kemudian melahirkan konsep serta nilai tentang
perempuan Jawa yang pasrah, nrimo, surgo nunut neroko katut
dan seterusnya. Malangnya karena konsep ini diserap kelas mene-
ngah Jawa terdidik maka secara dominatif konsep perempuan
budaya Jawa ini kemudian masuk ke dalam seluruh sistem budaya
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dan politik di Indonesia. Konsep budaya Jawa kelas menengah ini
telah mengalahkan konsep budaya-budaya lain seperti Minang,
Papua, Sulawesi bahkan budaya Jawa kaum petani sendiri yang
lebih equal dan egaliter dalam menempatkan relasi lelaki dan
perempuan. Dan ini semakin menampakkan kuasanya karena
budaya priyayi kelas menengah Jawa ini kemudian diserap oleh
Orde Baru yang punya trauma politik atas aktivitas perempuan Orde
Lama yang masih membawa semangat anti kolonial dan karenanya
lebih memberi kekuasaan dan otonomi kepada perempuan untuk
aktif di ranah publik dan politik.

Maka kemudian kultur budaya Jawa tentang perempuan
menjadi satu satunya budaya yang dapat hidup dan bahkan men-
dominasi budaya budaya lain yang melahirkan konsep perempuan
yvang subordinatif seperti perempuan pendamping, mitra sejajar,
keluarga sakinah, keluarga sejahtera dan seterusnya. Pertanyaan-
nya bagaimanakah konsep multikulturalisme ini mempertimbangkan
adanya realitas kuasa atas budaya itu? Ancang-ancang apa yang
dipertimbangakn kalangan para multikulturalis atas realitas tidak
setaranya relasi antarkultur yang ada dalam masyarakat .?

Kedua, diakui atau tidak, konsep kultur pada dasarnya bersifat
sangat maskulin dan patriarkal. Dari lokusnya konsep itu pada
umumnya hanya mengakui konsep budaya yang ada diranah publik
dan bersumber pada penciptaan penciptaan budaya yang lahir dari
pengalaman kaum lelaki. Ini bisa dimengerti karena mereka ber-
gerak di ruang publik dan seringkali juga berdasar pada budaya
literer. Sementara budaya perempuan adalah budaya yang tumbuh
dan berkembang di ranah domestik yang di turunkan dalam bentuk
lisan yang tak terdokumentasi. Contoh paling sederhana adalah
budaya pemeliharaan kesehatan perempuan oleh kalangan per-
empuan sendiri seperti pnegetahuan seorang ibu yang diterapkan
pada anak gadisnya atau dukun dan paraji serta jamu-jamuan.
Industri dan modernisasi telah merampas kekayaan budaya
perempuan itu menjadi industri pasar yang jelas maskulin. Tanpa
adanya dokumentasi, serta proses transmisi yang bersifat oral, maka
pengalaman perempuan dengan budayanya menjadi sangat rentan
dan gampang tertolak.

Ketiga, secara melankolis konsep multikulturalisme sering
berupaya untuk ramah terhadap pengalaman kultural kaum
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perempuan. Sayangnya, pengakuan ini lantas melahirkan persoalan
baru karena perempuan séringkali dipandang sebagai entitas yang
homogen dan steril. Mereka diletakkan secara ideal sebagai penjaga
kultur dan pelanjutnya sekaligus. Padahal sebagai entitas mereka
juga multi baik kelas, ras, budaya dan pengalaman-pengalaman per-
sonalnya yang menyublim kedalam budayanya. Keragaman yang
diabaikan oleh kalangan multikulturalis ini dengan sendirinya telah
mengkhianati syahadatnya sendiri, yaitu pengakuan atas keber-
agaman dan kepelbagaian serta pengakuan atas hak-hak yang
setara atas kultur yang beragam.

Atas tiga jebakan itu, tulisan berikut akan menujukkan bagai-
mana perempuan menjadi tak tampak dalam upaya upaya dialog
antar agama meskipun secara nalar sungguh sulit untuk
mencampakkan keterlibatan kaum perempuan dalam upaya dialog
yang merupakan wujud dari budaya multikultural itu. ‘

Lokus Perempuan dalam Dialog

Lengsernya Soeharto pada 21 Mei 1998 telah melahirkan
prediksi teoretis bahwa Indonesia akan berada dalam situasi transisi
dan serba tak pasti.! Dalam konteks hubungan antar agama, situasi
transisi ini melahirkan dua kemungkinan yang paradoks, di satu
pihak Indonesia berhadapan dengan ancaman anarki sosial;
munculnya konflik antar agama yang disebabkan, antara lain,
melemahnya kekuatan negara, menguatnya rasa ketidakpuasan di
antara umat beragama sebagai akibat mandulnya pelaksanaan
hukum yang adil dan terbuka, tumbuhnya kecurigaan diantara umat
beragama terhadap pelaksanaan kegiatan misi keagamaan yang
ekspansif, serta adanya perlakukan represif negara terhadap
kelompok kelompok-kelompok agama.?

Di pihak lain, situasi transisi ini membuka kemungkinan bagi
kalangan masyarakat sipil untuk lebih aktif menentukan sekaligus
melakukan bentuk-bentuk relasi sosial yang genuine dan jujur yang
lahir atas kebutuhan mereka sendiri dan sama sekali bukan demi
kepentingan proyek pesanan negara sebagaimana selama ini
berlangsung.

Kedua prediksi teoretis itu tampaknya memang telah terjadi
dan terus berlangsung. Konflik agama yang berwujud dalam bentuk
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pembakaran rumah ibadah dan kemudian melahirkan kekerasan
tak berkesudahan terus berlangsung di beberapa daerah seperti di
Ambon dan Poso, untuk menyebut beberapa. Lalu, kerusuhan antara
golongan dan suku yang didalamnya juga masih terkait dengan isu
agama seperti di Sampit, demikian pula pembakaran rumah-rumah
ibadah dengan intensitas kerusakan yang sangat mengejutkan
seperti yang terjadi di Situbondo (1995), pembakaran: gereja dan
lembaga pendidikan Kristen yang bermula dari persoalan sepele
yakni perebutan lahan parkir antar tukang pakir di Ketapang, Jakarta
(1996), peledakan bom di Istiqlal (1997), dan peledakan bom di gereja
Kathedral (2000) dan lain-lain.

Namun di pihak lain, masyarakat sipil terus bekerja melahirkan
upaya damai baik melalui cammpur tangan dan fasilitas negara seperti
lahirnya kesepakatan damai Malino II (2002), maupun upaya-upaya
damai lain yang terus-menerus dilakukan baik oleh mereka yang
menjadi korban konflik maupun oleh warga sipil lainnya melalui
pembentukan forum-forum dialog dan kampanye perdamaian.®

Tulisan ini akan mendeskripsikan bagaimana upaya-upaya
damai dilakukan kalangan perempuan sebagai bagian dari upaya-
upaya masyarakat sipil dengan latar belakang agama yang berbeda-
beda. Tulisan semi dokumentasi ini saya anggap penting mengingat
peran kaum perempuan yang sebenarnya begitu signifikan dalam
mengupayakan perdamaian namun tak senantiasa tercatat dalam
penulisan tentang upaya upaya damai yang dilakukan masyarakat
sipil.4

Beberapa peneliti gerakan perempuan menilai bahwa cairnya
gerakan perempuan di masa reformasi seringkali menyulitkan dalam
merumuskan framework teoretis yang dapat menjelaskan bentuk
dan model gerakan perempuan itu. Asumsi yang sama barangkali
dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa upaya-upaya damai
kaum perempuan sering terlupakan. Namun sebenarnya gerakan
yvang dilakukan pada masa reformasi yang tidak secara khusus
mengetengahkan isu perempuan juga tak kalah cairnya bahkan
cenderung fragmentaris. Kenyataannya peran mereka seringkali
lebih bisa “terlihat” dan mudah diingat sebagai bagian dari gerakan
politik ketimbang yang dilakukan kaum perempuan.®

Menurut pandangan saya, pengabaian atas peran perempuan
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itu sangat boleh jadi disebabkan oleh tiga hal: usaha perempuan
dalam menciptakan perdamaian ini umumnya dianggap sebagai
kegiatan kemanusiaan yang apolitis; kegiatan itu diselenggarakan
secara informal, karenanya kegiatan mereka didefinisikan sebagai
kegiatan domestik; dan kegiatan itu diselenggarakan oleh kaum
perempuan tanpa sama sekali campur tangan dari negara. Semen-
tara kegiatan pendokumentasian sejarah tentang upaya damai itu
pada umumnya lebih terfokus pada kegiatan-kegiatan yang bersifat
formal dan menyangkut wilayah publik serta berhubungan dengan
peran negara atau dimana campur tangan negara cukup signifikan.®

Indonesia: Negara Multi Etnik, Budaya dan Agama

Tak sulit untuk membayangkan betapa beragamnya budaya,
suku, bahasa dan bahkan agama penduduk Indonesia jika menyadari
bahwa Indonesia adalah negara kepulauan dengan 17.500 buah
pulau yang terserak diantara 3.200 mil lautan. Di antara beribu pulau
itu ada 5 pulau besar yakni Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera
dan Jawa, serta beberapa gugusan pulau kecil seperti Ambon dan
Maluku, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dan lain-
lain.

Penduduk Indonesia kini berjumlah lebih dari 216 juta,
mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun begitu Indonesia
bukanlah negara Islam, dan setidaknya ada 4 (empat) agama lain di
luar Islam yang secara formal diakui hak-haknya oleh negara. Secara
arkeolog, ditemukan bukti bahwa agama Hindu sebenarnya pernah
menyebar di negara kepulauan ini setidaknya sampai dengan abad
ke 14, namun kini Hindu hanya dianut oleh kurang dari 2% penduduk
yang sebagian besar berada di Bali dan di ujung timur pulau Jawa
seperti di wilayah pegunungan Tengger. Kurang lebih 8% penduduk
Indonesia beragama Kristen baik Protestan maupun Katolik.
Penganut Protestan kebanyakan menyebar di Papua, Sulawesi Utara,
Sumatera Utara, Maluku Tengah dan Tenggara serta Timor , semen-
tara Katolik kebanyakan menetap di Nusa Tenggara Timur terutama
pulau Flores, Kepulauan Kei di Maluku dan Jawa, terutama Jawa
Tengah. Orang orang Cina yang kebanyakan menganut agama
Budha dan Kong Hu Cu atau Taoisme menetap di kota-kota besar
selain sedikit di pedalaman Kalimantan.
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Dari segi etnik, Indonesia setidaknya dihuni oleh lebih dari
300 etnik. Suku Jawa merupakan etnik mayoritas berjumlah lebih
dari separuh penduduk Indonesia dengan bahasa ibu mereka Jawa.
Selebihnya adalah suku Melayu berbahasa Melayu yang kemudian
menjadi cikal bakal bahasa Indonesia, suku Sunda berbahasa Sunda
dan menetap di wilayah Jawa Barat, Madura berbahasa Madura.
Di luar itu ada beberapa kelompok etnik yang lebih kecil namun
penting untuk disebutkan seperti Bali di pulau Bali, Batak, Minang
dan Aceh (Sumatera), Dayak dan Banjar (Kalimantan) Papua, Dani,
(Irian Jaya/Papua), Bugis, Makasar dan Toraja (Sulawesi).

Kebijakan Politik Persatuan

Secara sepintas kita bisa mengatakan bahwa meskipun variasi
suku, ras dan agama cukup beragam, namun sampai dengan awal
tahun 70-an hampir jarang terdengar munculnya konfik etnik atau
agama yang bersifat masif dan terbuka. Konflik yang paling menonjol
biasanya didasari oleh sentimen anti rasial seperti konflik antara
pribumi dan Cina. Pada periode 70-an dan 80-an beberapa kali
konflik rasial yang agak besar terjadi di beberapa wilayah seperti
Tasikmalaya, Solo, Pekalongan, Medan dan Sulawesi Selatan. Di
Jakarta, peristiwa Malari 1974 dicatat sebagai salah satu kerusuhan
rasial anti Cina yang cukup besar yang disulut oleh gerakan
mahasiswa yang memprotes dominasi modal Jepang. Sebelumnya,
konflik rasial anti Cina yang cukup besar ferjadi di Sukabumi
menjelang jatuhnya Orde Lama di tahun 1963. Dan di masa revolusi
kerusuhan yang lebih besar terjadi di Tangerang.’

Meskipun faktor agama pada akhirnya cukup dapat diper-
hitungan dalam konflik anti rasial serupa ini di mana kelompok Cina
diasosiaskan dengan golongan non Muslim, namun sebenarnya
orang dapat menilai bahwa faktor utama munculnya konflik itu
adalah adanya kecemburuan sosial akibat kesenjangan ekonomi.

Kenyataan atas langkanya konflik terbuka antar agama dalam
jangka waktu yang cukup panjang ini — yakni sepanjang periode
pertama dan kedua rezim Soeharto (1970-1980-an)— sempat
mengecoh banyak pakar pemerhati isu hubungan antaragama di
Indonesia yang menilai hal itu sebagai suatu prestasi yang mem-
banggakan. Robin L Bush misalnya menyimpulkan bahwa Indonesia
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merupakan contoh bagaimana pluralisme agama berhasil
diterapkan.® Tak sedikit dari tokoh-tokoh agama di Indonesia yang
sungguh sungguh mempercayai bahwa ini merupakan buah dari
penerapan ideologi Pancasila dan khususnya prinsip Bhinneka
Tunggal Ika.® Sementara itu ahli teologi dari Utrecht University yang
cukup lama bekerja di perguruan tinggi Islam di Indonesia, Dr. Karel
Steenbrink, dengan mantap menyatakan:

Masa 45 tahun terakhir memberikan gambaran kerukunan agama yang
hampir-hampir bebas dari beragai konflik. Ini merupakan prestasi yang
sangat hebat-merupakan perkembangan yang dianggap luar biasa di
tempat lain.

" Di bagian lain dari tulisannya, Steenbrink memang telah
melihat bahwa upaya upaya dialog yang dilakukan kalangan tokoh
elit agama tidak benar-benar bertujuan untuk memunculkan dialog
yang lebih mendalam dan terbuka terutama menyangkut kajian
teologis yang dapat merespon persoalan sosial kemasyarakatan. Yang
mereka upayakan adalah menjaga jarak dengan rasa saling meng-
hormati dan bersikap hati hati.

Untuk menjaga keberlangsungan pembangunan, penguasa
Orde Baru telah memilih pendekatan keamanan (baca militer) dalam
mengelola hubungan antaranggota masyarakat, termasuk hubungan
antaragama. Sangat jelas, penguasa Orde Baru sangat meyakini
bahwa keragaman dalam masyarakat dapat berpotensi memuncul-
kan konflik dan karenanya dengan sangat ketat potensi-potensi
konflik itu diredam melalui kebijakan anti SARA (Suku, Agama, Ras
dan Antar Golongan ). Segala kegiatan masyarakat yang dianggap
dapat memicu munculnya sentimen SARA mendapat kontrol ketat.
Namun cara yang dilakukan adalah bukan melakukan dialog terbuka
atas apa yang masing- masing yakini dan percayai, melainkan justru
membiarkan semua perbedaan dalam keyakinan itu tertutup dan
hanya dibicarakan oleh masing-masing kelompok agama secara
internal. Akibatnya, yang terjadi adalah munculnya bias, prasangka
dan praduga yang bersifat serba “konon"” atau “katanya” yang tanpa
bukti sama sekali. Melalui pendekatan seperti itu, lebih dari 30 tahun
rakyat dipaksa untuk menghilangkan atau menyembunyikan
perbedaan dan sebaliknya dipaksa untuk menerima penyeragamaan
yang didefinisikan secara sefihak oleh negara.
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Pada waktu yang bersamaan, negara juga melakukan depo-
litisasi organisasi keagamaan. Dalam konteks Islam misalnya, sampai
tahun 80-an pengaruh agama dalam politik sebanyak mungkin di
kurangi baik melalui peleburan partai-partai Islam maupun
larangan penggunaan simbol-simbol Islam. Atas fenomena depo-
litisasi agama ini, Wertheim sebagaimana dikutip Karel Steenbrink
menjelaskan:

Sebagaimana halnya pada era kolonial, pemerintah benar-benar
menginginkan organisasi-organisasi Islam agar tidak melakukan
kegiatan politik dan membatasi diri semata-mata untuk menjalankan
urusan agama.'!

Pada saat itu, kalangan umat Islam juga meyakini bahwa
Soeharto lebih banyak percaya dan main mata dengan kalangan
pengusaha Cina dengan latar belakang non Muslim ketimbang
dengan pengusaha Muslim. Mereka juga curiga bahwa Soeharto
telah lebih memberi kesempatan kepada kelompok non Muslim
untuk menyebarkan ajaran agamanya sebaliknya membatasi
kegiatan kelompok Islam.?? '

Namun situasi ini belakangan berbalik terutama ketika
jalannya pembangunan mendapatkan kritik tajam yang berkaitan
dengan banyaknya penyimpangan dan kebocoran dana
pembangunan akibat praktek korupsi dan kolusi. Kritik itu, lucunya,
tidak dijawab Soeharto dengan kerja keras memperbaiki sistem,
mereformasi hukum, melainkan dengan lebih mendekati kelompok
Muslim, misalnya pengusaha pribumi Muslim. Kepe‘ntingan-
kepentingan kelompok Islam saat itu terlihat mulai lebih banyak
diakomodasi. Organisasi sosial keagamaan yang mewadahi
kelompok cendekiawan Muslim seperti ICMI mendapat dukungan
langsung. Dukungan ini dilanjutkan dengan penerbitan media media
berbendera Islam, serta pengucuran dana untuk mendirikan rumah
ibadat dan lembaga keagamaan Islam serta penyelenggaraan
perayaan hari hari besar Islam.?

Keterbukaan Soeharto kepada kelompok Muslim ini secara
gadungan telah pula dimanfaatkan oleh kalangan birokrasi untuk
menentukan posisi dalam jajaran birokrasi. Meskipun tak selalu
terang-terangan, latar belakang agama (bahkan belakangan latar
belakang suku) seseorang dijadikan pertimbangan untuk men-
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duduki suatu jabatan dalam birokrasi. Padahal di luar Jawa, hampir
dapat‘ dipastikan sumber ekonomi dan politik yang terbesar hanya
terdapat dan terpusat dalam tubuh birokrasi. Karenanya perebutan
posisi dalam birokrasi menjadi sangat tajam dan sensitif.'*

Negara (dalam hal ini Soeharto) memang kemudian menjadi
satu-satunya pihak yang menentukan hubungan antaragama dan
negara ; kapan kelompok agama didekati dan dijauhi. Hal yang sama
juga terjadi untuk hubungan antaraumat beragama. Kontrol atas
adanya atau tidak adanya dialog antarumat dikendalikan sepenuh-
nya oleh negara melalui kaki tangannya di dalam birokrasi, yaitu
Departemen Agama. Di luar itu, upaya- upaya dialog yang dilakukan
atas inisiatif umat biasanya mendapat halangan melalui pembatasan
pemberian izin penyelenggaraan kegiatan yang diatur oleh
Departemen Dalam Negeri melalui Direktorat Sosial dan Politik.

.Namun Soeharto juga melihat bahwa agama sangat potensial
memunculkan konflik. Dan karenanya ia pun menjalankan politik
aktif meningkatkan program dialog antaragama. Karel Steenbrink
mencatat kegiatan serupa itu setidaknya dimulai pada tahun 1976
melalui “"konsultasi antaragama” sebagai jawaban atas kericuhan
antaragama yang terjadi di Kalimantan Selatan beberapa tahun
sebelumnya.' Para wakil semua agama besar, terutama perwakilan
dari tokoh-tokoh golongan Islam dan Kristen diharuskan menerima
aturan dalam pembatasan kegiatan missi untuk masing-masing
agama.'® Keputusan ini dipertegas lagi dengan keluarnya SKB (Surat
Keputusan Bersama) tiga menteri yakni menteri Agama, menteri
Dalam Negeri dan Mendikbud (Pendidikan dan kebudayaan) no. 1/
79 yang intinya membahas soal objek misi/dakwah agama, yaitu ha-
nya boleh dilakukan kepada mereka yang “belum/tidak beragama”.

Pada 1980 suatu lembaga permanen “Wadah Musawarah
Antarumat Beragama” dibentuk dengan tujuan untuk konsultasi
antaragama. Sangat jelas, wadah ini dibentuk bukan untuk ke-
pentingan umat melainkan kepentingan pemerintah. Melalui proyek
kerukunan yang dibangun oleh pemerintah, Departemen Agama,
untuk kepentingan pembangunan diselenggarakan beberapa
proyek kerukunan. Pembentukan wadah ini merupakan kristalisasi
dari aktivitas-aktivitas serupa yang berlabel dialog kerukunan
antarumat beragama.
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Akan tetapi sebagaimana disimpulkan dalam buku catatan dari
Empat Daerah, " wadah dialog ini sebenarnya tak menyentuh akar
persoalan perbedaan masing-masing agama baik secara teologis
maupun cara pandang agama sehingga mencapai ‘pemahaman atas
keberbedaan'!®

Perempuan dan Dialog Antariman

Dari paparan di atas, barangkali timbul pertanyaan, dimana-
kah perempuan berada tatkala upaya dialog ala Orde Baru itu
dilakukan? Jawabannya dapat kita duga, karena dialog agama
dalam format Orde Baru adalah dialog yang bernuansa politik,
berlangsung di ruang publik dan dilakukan oleh pemuka agama,
maka dalam format seperti itu, hanya sedikit sekali perempuan yang
secara formal dianggap terlibat dan atau dianggap punya peran
dalam dialog antaragama, untuk tidak menyatakan tidak ada sama
sekali. Sejauh ini kalangan perempuan yang biasa disebut sebagai
orang yang menekuni isu dialog antar iman adalah: Ibu Gedong
Oka (Hindu Bali), Musda Mulia, Sinta Nuriyah, Farha Ciciek (Islam),
Marianne Kattopo, Sylvana, Lies Marantika, Elga Sarapung
(Protenstan), Nunuk P Murniati (Katolik) dan Parwati Supangkat
(Budha).

Sebaliknya, dari pengalaman kaum perempuan bergabung
dalam forum-forum dialog yang bersifat informal kita mengetahui
bahwa dalam 10 tahun terakhir ini mereka bekerja baik melalui LSM
perempuan maupun organisasi perempuan berbasis keagamaan
maupun penyelenggaraan workshop dan seminar yang dimotori
oleh Komisi Nasional hak Asasi Kaum perempuan (KOMNAS
Perempuan).

Bahkan ketika pelaksanaan dialog secara sepihak telah
diokupasi negara melalui kegiatan departemen agama, beberapa
forum dialog yang lebih genuine dan tanpa campur tangan negara
telah diselenggarakan. Beberapa diantaranya bahkan kemudian
membentuk lembaga baik berupa forum atau L.SM. Dua diantaranya
adalah DIAN Interfidei dan MADIA.

DIAN/Interfidei didirikan di Yogyakarta tahun 1992. Motor dari
lembaga ini adalah Th Sumarthana (Protestan), Farid Wajdi , Hairus
Salim, Ahmad Suaedy (Islam), St. Sunardi (Katolik). Dua orang
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perempuan yang dianggap sebagai penggerak diskusi isu-isu
perempuan dan agama di lembaga ini adalah Farha Ciciek (Islam)
dan Elga Sarapung (Protestan).'®

Sementara itu di Jakarta lembaga serupa lahir beberapa tahun
sebelum masyarakat luas merasakan bahwa dialog antaragama
merupakan sebuah kebutuhan yang mendesak. Kelahiran MADIA
sebagai forum untuk dialog antaragama tak dapat dipisahkan dari
keberadaan Paramadina. Paramadina adalah sebuah lembaga kajian
agama dan kebudayaan yang dimotori oleh Nurcholish Madjid yang
menyelenggarakan kegiatan paket kursus-kursus agama. Peserta-
nya tidak selalu datang dari kalangan Muslim. Diantara mereka ada
kegelisahan atas kemacetan dialog sejati antaragama di tingkat
masyarakat. Misalnya dengan adanya fatwa MUI yang menyatakan
Umat Islam tidak dibenarkan memberikan ucapan selamat kepada
golongan agama lain, seperti Kristen, untuk mengucapkan Natal.
Diantara peserta pengajian Paramadina ini banyak yang merasa
dibuat gelisah oleh fatwa ini. Bukan saja karena mereka merasakan
bahwa larangan itu telah mengabaikan kenyataan bahwa anggota
masyarakat yang plural, lebih dari itu mereka merasakan bahwa
sebenarnya nuansa politis atas larangan itu jauh lebih besar
ketimbang alasan teologis. Namun dengan adanya fatwa ini banyak
yang mulai memikirkan jangan-jangan fatwa itu merupakan doktrin
agama. Untuk itu mereka kemudian mengadakan forum-forum
diskusi dengan terlebih dahulu membuat wadah secara formal, yaitu
MADIA atau Masyarakat Dialog Antaragama. Lembaga ini secara
formal didirikan di Jakarta pada tahun 1994. Selain Amanda
Soeharnoko—yang sampai saat ini merupakan pendiri sekaligus
ketua MADIA - beberapa kalangan muda dari latar belakang agama
yvang berbeda terlibat didalamnya, antara lain, Budi Munawar-
Rachman, Djohan Effendi, Ulil Abshar Abdalla dan penulis sendiri
(Islam), Trisno Sutrisno, Sylvana. Martin Manurung (Protestan), Romo
Ismartono, Romo Muji Sutrisno (Katholik) dan lain-lain.

Salah satu ciri dari kelompok-kelompok ini adalah mereka
bekerja secara non struktural di luar lembaga negara atau lembaga
bentukan negara. Sementara dialog- dilakukan jauh dari formalitas
dengan terlebih dahulu memahami atas adanya keberbedaan serta
kesediaan saling membuka diri bukan hanya menyangkut pergaulan
dan dialog sosial, melainkan juga menyangkut pengayaan
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pengalaman religiusitas yang sifatnya sangat subjektif.

Namun sejauh ini, gagasan menggali pengalaman perempuan
sebagai pelaku dialog baru benar-benar muncul ketika proses dialog
yang selama ini diambil oleh negara mengalami kemacetan. Seluruh
bangunan dialog yang sebelumnya berdiri megah sekonyong-
konyong ambruk karena sebenarnya ia dibangun diatas fondasi
yang rapuh dimana dialog tak pernah benar-benar terjadi.

Di level nasional, saya kira satu peristiwa yag patut dicatat
sebagai momentum pendobrak kebekuan dialog antaragama yang
dilakukan kalangan perempuan dimulai oleh kegiatan Seruni (Seruan
Perempuan Antariman). Dengan mengambil momentum peringatan
Hari Perempuan Internasional, 8 Oktober 1998, ratusan perempuan
dan laki-laki berkumpul di aula sekolah Kanisius Jakarta. Dipimpin
oleh wakil dari agama masing-masing mereka memanjatkan doa
dalam suasana hening dan mencekam.? Salah satu doa yang
dibacakan adalah dari kelompok Islam namun isi doa itu melampaui
batas-batas antaragama. Doa itu pada intinya memohon agar
kalangan perempuan dapat meneladani tokoh-tokoh perempuan
dari agama yang berbeda, seperti Asiah istri Fir'aun yang sanggup
melawan Fir'aun, raja bahkan tuhan mereka, Mariam yang sanggup
melahirkan Isa Almasih yang mengajarkan kasih dan perdamaian,
Yasodara istri Sidharta yang merelakan suaminya memilih jalan
Cahaya meskipun harus meninggalakan tahta, Fatimah anak
Muhammad yang membiarkan jarinya berdarah karena berusaha
mencongkel sebutir gandum dari mulut anaknya karena ia
mengetahui bahwa gandum itu bukan haknya melainkan hak orang
lain yang berada dalam tanggung jawab ayahnya dan seterusnya.

Suasana politik ketika doa antariman itu diselenggarakan
Seruni ini memang sangat menegangkan. Beberapa hari
sebelumnya dua aktivis perempuan yaitu Karlina Leksono Supeli
dan Gadis Arivia yang bergabung dalam kelompok Suara Ibu Peduli
(SIP) ditangkap ketika melakukan rally tuntutan penurunan harga-
harga yang berlangsung di Bundaran Hotel Indonesia (HI). Melalui
rally yang diikuti oleh perempuan dari latar belakang agama yang
berbeda itu, secara nyata memperlihatkan bagaimana kaum
perempuan dari berbagai agama (terlihat dari cara mereka
berpakaian seperti berjilbab untuk beberapa kelompok Muslim, dan
pakaian suster), menyuarakan keprihatinan bersama atas semakin
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tak menentunya nasib rakyat Indonesia. Dengan cara membagikan
seikat kembang yang disertai sebungkus kecil susu bubuk dan
selembar kartu berisi pesan keprihatinan kaum perempuan atas
naiknya harga bahan pokok, kelompok ini sebenarnya telah
melemparkan isu perlawanan terhadap peremintah. Sebab seperti
diketahui, meskipun kedua tokoh SIP itu ditangkap, seruan ini
ternyata mendapat respons kaum ibu di beberapa daerah seperti
Jogjakarta, Solo, Semarang, Surabaya, Lombok dan Medan.

Tradisi rally yang diikuti kalangan perempuan antariman itu
terus berlanjut sampai kejatuhan Soeharto dan bahkan berlanjut
pada periode Habibie. Kegiatan rally di Bundaran HI ini dilakukan
hampir setiap hari Jumat terutama ketika di mana-mana terjadi
kerusuhan, kekerasan dan pembunuhan yang berbasis konflik
agama sebagaimana terjadi di Ambon. Kelompok yang melakukan
demo di bundaran HI ini kemudian dikenal dengan nama Kelompok
Perempuan untuk Seruan Perdamaian

Di tingkat lapangan di mana masyarakat berseteru atas mana
agama seperti di Ambon dan Maluku, kegiatan serupa itu tentu saja
tak semudah dan tak sederhana yang bisa di lakukan di Jakarta.
Pertengkaran dan permusuhan sampai pembunuhan antaragama
benar-benar terjadi dan berlangsung terus-menerus. Namun upaya
perdamaian yang dilakukan kaum lelaki tak pernah terjadi,
sementara negara tak juga bisa berkutik. Ambon dan Maluku benar-
benar menjadi bukti atas tidak adanya doalog yang selama ini diklaim
oleh negara. '

Dalam situasi tanpa harapan, dialog di kalangan perempuan
memulainya dengan hal yang sangat sederhana. Mereka saling
bertukar kebutuhan dasar seperti minyak tanah dan makanan. Tanpa
ada yang memprakarsai, terutama dari negara, mereka mulai
membicarakan pentingnya membangun kebersamaan untuk
mengakhiri konflik. Kegiatan ini kemudian disosalisasaikan melalui
berbagai forum. Salah satu forum yang lahir di wilayah konflik
Ambon adalah Gerakan Perempuan Peduli. Gerakan ini lahir sesaat
setelah Ambon bergolak dan perang antaragama mulai terjadi.
Dengan menyebarkan pita hijau mereka mengajak kaum perempuan
untuk menyerukan para suami dan anak-anak muda mereka untuk
berhenti berperang. Gerakan itu kemudian dikenal dengan nama
gerakan Pita Hijau. Tokoh tokoh yang patut dicatat dari kelompok
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ini adalah Laila Suad (kelompok Islam), Suster Brigitta (Katholik),
Margareta Hendrik (pendeta Ptotestan) dan Sartje Puasa Popoeling.

Pengalaman kaum perempuan mengupayakan damai itu juga
kemudian disosialisasikan melalui berabagi forum dan diskusi. Salah
satu yang patut dicatat adalah Forum Dialog tokoh agama perempuan
yang diselenggarakan ICRP di Jakarta 25-27 Mei 2001. Di forum ini
peserta terutama dari Ambon mengakui bahwa sebenarnya
perdamaian belum benar-benar tercapai melainkan hanya sebatas
gencatan senjata yang sewaktu-waktu dapat meletus kembali.
Pengakuan ini menunjukkan bahwa kalangan perempuan sebenar-
nya mengetahui dengan pasti bahwa dialog yang genuine dan
terbuka merupakan kebutuhan. Dan pengalaman kaum perempuan
ini sah untuk dihadirkan sebagai kebenaran.

Secara keseluruhan benih-benih dialog antaragama yang
dilakukan oleh kaum perempuan telah mulai tumbuh. Tidak mudah
memang apalagi dalam suasana dimana informasi yang disebarkan
media sering mengalami distorsi sementara informasi penyeimbang
yang dikoleksi oleh tim pencari fakta independen seringkali tidak
sesuai baik dari segi waktu, maupun jangkauan penyebaran.
Sementara tradisi dialog sebagaimana yang dialami oleh kaum
perempuan belum berhasil di-arusutama-kan. Tradisi keterbukaan
dari kalangan perempuan yang misalnya, secara blak blakan
menyatakan ketidaksetujuannya dalam penyelenggaraan pem-
bacaan doa secara bergantian oleh masing-masing agama, dianggap
sebagai dimaknai (bahkan oleh kalangan perempuan sendiri )
sebagai tindakan emosional. Padahal sesungguhnya itulah hakikat
dialog, yakni saling terbuka untuk menyatakan apa yang dipikirkan
dan dirasakan tentang agama masing-masing dan agama “orang
lain” lalu secara terbuka mencari kesepakatan apa yang sebaiknya
dilakukan atau tidak dilakukan.

Menumbuhkan tradisi dialog dari kalangan perempuan juga
bukan hal mudah. Harus diakui bahwa terutama dari kalangan
perempuan Muslim, tampaknya mereka mengalami kesulitan untuk
membuka diri. Secara mendasar problem ini terletak pada realitas
bahwa posisi perempuan dalam badan organisasi sosial kegamaan
Islam adalah subordinat, mereka menjadi korban partiarki organisasi
Islam. Secara substantif mereka juga hampir tidak pernah ber-
sisinggungan dengan isu ini, karena isu dialog biasanya menjadi
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isu organisasi Islam (laki-laki). Kedua, mereka mengalami syndrom
mayoritas yang bukan saja merasa tidak berkepentingan untuk
melakukan dialog tetapi juga merasa terancam dengan adanya
dialog. Untuk itu pemberdayaan terhadap kaum perempuan dari
masing-masing agama untuk mengeksplorasi pengalaman mereka
dalam mengupayakan dialog benar-benar penting.

Catatan Akhir

1 Setelah kerusuhan Mei 1998, media massa dengan sangat aktif melakukan
wawancara dengan pakar ilmu sosial, politik dan ekonomi. Pada intinya mereka
memprediksikan bahwa Indonesia masa depan akan berhadapan dengan kemungkinan
munculnya berbagai kerusuhan yang disebabkan oleh melemahnya peran negara
dan kegamangan sipil untuk melakukan reformasi total setelah terlepas dari
penindasan. Lihat lebih jauh Donald K. Emmerson (ed) dalam Indonesia Beyond
Soeharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi (Jakarta, Gramedia dan The Asia
Foundation, 2001).

2 Sampai tahun 80-an kelompok Islam sangat merasakan represi ini. Stigma
bahwa umat Islam senantiasa punya impian untuk mendirikan negara Islam didasarkan
pada berbagai peristiwa pemberontakan yang menggunakan bendera agama seperti
pemberontakan DI/TII. Dalam skala kecil “pemberontakan” dengan menggunakan
bendera agama juga terjadi dalam periode 70-80-an, misalnya dikenal dengan peristiwa
Tanjung Priok yang menewaskan Amir Biky (1984), peristiwa Warsidi Lampung (1993),
Haur Koneng Jawa Bara (1995). Banyak yang percaya bahwa peristiwa-peristiwa
terakhir itu merupakan rekayasa intelejen belaka untuk membenarkan represi terhadap
kelompok Islam. Namun sebaliknya setelah tahun 90-an kelompok Islam justru dianggap
memperoleh keistimewaan terutama setelah Soeharto lebih menegaskan
keterbukaannya terhadap kelompok Islam.

3 Salah satu contoh, Forum Indonesia Damai yang lahir satu hari setelah
peledakan gereja Kathedral menjelang perayaan Idul Fitri 2000. Beberapa tokoh yang
terlibat dalam forurmn ini adalah Saparinah Sadli (Komisi Nasional HAM), Goenawan
Mohammad (jurnalis), Mayling Oey-Gardiner ( tokoh LSM), Hldayat Nur Wahid (partai
Keadilan), Mari Muhammad, Imam B. Prasojo dll.

4 Lihat misalnya buku Meretas Horison Dialog: Catatan dari Empat Daerah
(Madia, ISAI, The Asia Foundation, 2000).

® Badan Esekutif Mahasiswa (BEM), Forum Kota (Forkot), dan sejenisnya
seringkali disebut sebagi contoh oleh para pakar ketika menjelaskan tentang peranan
gerakan mahasiswa dalam menumbangkan Orde Baru, namun sangat jarang mereka
menyebutkan kegiatan yang dilakukan kalangan perempuan dalam kategori yang
sama dengan apa yang dilakukan kelompok mahasiswa itu. Misalnya seperti rally
tuntutan pemenuhan kebutuhan pokok dan penurunan harga yang dilakukan kelompok
kaum perempuan yang menamakan diri sebagai Suara Ibu Peduli (SIP) yang dimotori
Karlina Leksono Supeli. SIP biasanya disebut tatkala dikaitkan dengan kegiatan charity
berupa penyediaan susu murah dan nasi bungkus untuk mahasiswa yang sedang
demonstrasi. Beberapa penulis dari kalangan perempuan beberapa kali mencoba
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memberi makna secara teoretis tentang peran politik kaum perempuan dibalik
penyediaan nasi bungkus bagi para demonstran itu; antara lain misalnya Gadis Arivia
( Jurnal Perempuan, 1999), Melani Budianta (akan terbit), Maria Hatiningsih (Swara-
Kompas). Lebih lanjut lihat Melani Budianta dalam buku Challenging Authoriatianism
in Southeast Asia: Comparing Indonesia and Malaysia, will be published by Routledge.

 Pemisahan ruang secara binary antara domestik dan publik dapat dikatakan
sebagai teori paling kuna dalam studi feminisme. Mary Wollstonecraft (1759-1797)
adalah salah seorang pemikir feminis yang menjelaskan bagaimana perempuan di
rumahkan atau didomestikan sebagai bagian dari pemisahan ruang kerja dalam awal
masa industri kapitalistik. Mary Wollstonecraft A Vindication of the Rights of Women
(1792), Baltimore 1975.

7 Terima kasih kepada Pak Karel Steenbrink atas bantuan informasinya. Dalam
kerusuhan anti Cina di Tangerang itu tercatat 653 orang keturunan Cina terbunuh,
termasuk diantaranya 136 perempuan dan 36 anak-anak. Lihat juga Yahya Widjaya,
Business, Family Religion: Public Theology in the Contect of the Chinese Indonesia
Business Community (Frankfurt: Peter Lang, 2002).

8 Robin L.Bush, “Pluralisme Agama"”, dalam Penilaian Demokratisasi di
Indonesia (Jakarta, Lembaga Internasional untuk Bantuan Demokrasi dan Pemilu
[Internasional IDEA}, 2000), hal. 199. ]

® Wawancara dengan Trisno Soetrisno, editor buku Meretas Horison dialog ( 29
Agustus 2002).

10 Karel Steenbrink, Kawan dalam Pertikaian: Kaum Kolonial Belanda dan Islam
di Indonesia (1596-1942) (Bandung: Mizan, 1995), hal. 217.

11 Steenbrink, 1995, 212.

2 Pembangunan gereja-gereja baru seringkali dianggap sebagi bukti adanya
proses Kristenisasi. Demikian sebaliknya dengan berkerasnya penolakan kelompok
Islam dengan aturan perkawinan campuran. Tak sedikit kalangan organisasi ke-
agamaan Islam yang cukup rajin mengumpulkan data dan menyebarkan berita tentang
Kristenisasi. Demikian sebaliknya dengan upaya Islamisasi sebagai konsekuensi dari
kuatnya posisi kelompok Islam dalam birokrasi. Timor Timur merupakan salah satu
wilayah yang dicurigai secara sengaja diserahkan negara untuk dijadikan daerah
penyebaran agama Katolik. Kalangan Muslim percaya bahwa sebelumnya warga
Timor Timur merupakan penganut agama asli.

13 perayaan seremonial keagamaan yang secara resmi dianggap sebagai
kegiatan kenegaraan adalah peringatan Nuzulul Qurdn yang senantiasa diseleng-
garakan di Istana Merdeka, lalu, Isra Mi'raj dan Maulid Nabi yang diselenggarakan di
Masjid Istiglal. Belakangan beberapa perayaan keagamaan diselenggarakan secara
besar-besaran dan seolah-olah merupakan kegiatan resmi kenegaaraan dengan
mengundang tamu tamu perwakilan negara negara sahabat. Salah satu seremonial
dimaksud adalah tabligh akbar menjelang Idul Fitri, di mana Soeharto memimpin
langsung penabuhan bedug dan pembacaan takbir yang diselenggarakan di Lapangan
Monas, sesuatu yang sebelumnya sama sekali tak pernah dilakukan.

14 Dalam ceramahnya di Amsterdam pada akhir tahun 1999, seorang cende-
kiawan Islam terkemuka dari Indonesia menceritakan pengalamannya bagaimana
rekan-rekannya dari alumni organisasi kemahasiswaan Islam yang ada di jajaran
birokrasi di suatu daerah dengan bangganya melaporkan bahwa mereka telah berhasil
menggeser sebagian besar posisi penting dalam birokrasi yang sebelumnya diduduki
oleh kalangan “Palangis”, demikian si pelapor menyebutkan istilah untuk kelompok
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Kristen. Atas laporan itu ia mengaku sangat prihatin dan mengingatkan bahwa itu
bukan merupakan gagasan baik mengingat mayoritas penduduk di daerah itu adalah
Kristen dan cara-cara penggeseran jabatan publik secara tidak fair merupakan tinda-
kan menyulut api dalam sekam. (Dengan sengaja saya menghilangkan identitas orang
dimaksud mengingat saya belum meminta izin untuk memasukkannya kedalam foot-
note ini, akan tetapi secara substantif saya dapat mempertanggung jawabkan akurasi
informasi ini karena saya sendiri menghadiri dan mendengar langsung ceramabh ini).

15 Karel Stenbrink, Kawan dalam Pertikaian, Kaum Kolonial Belanda dan Islam
di Indonesia 1596 — 1942 (Bandung: Mizan, 1995), hal. 212.

16 Soal dialog dan kerukunan hidup beragama ini kemudian diatur secara
legalistik melalui, antara lain Keputusan Menteri Agama no 70/1978 tentang Pedoman
Penyiaran Agama.

17 Tim Madia, Catatan dari Empat Daerah, 2002 , pp 33. Di sana disebutkan
bahwa dalam dokumentasi Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama
Departemen Agama, konsep dialog, musyawarah, konsultasi dan sejenisnya
mengandung arti sama yaitu bertemu dan membicarakan persoalan-persoalan yang
bagi pemerintah dilihat sebagai persoalan.

18 Pernyataan ini tentu saja tak bermaksud menggeneralisir semua kegiatan
dialog kerukunan yang pernah diselenggarakan Departemen Agama, sebab pada
awal tahun 70-an di bawah kepemimpinan Mukti Ali, departemen agama sebenarnya
pemah memiliki kegiatan dialog yang lumayan menyentuh persoalan teologi yang
lebih genuine. Salah satunya adalah dialog antarumat beragama untuk pemuda dan
mahasiswa. Kegiatan ini diikuti oleh 30 pemuda/mahasiswa dari unsur Islam, Katolik
dan Protestan. Mereka menyelenggarakan diskusi dan kegiatan sosial bersama di
Ciawi Bogor yang kemudian secara informal membentuk wadah yang diberi nama
kelompok Ciawi.

18 Mereka menerbitkan buku-buku yang merupakan hasil diskusi atau penelitian.
Salah satu bukunya adalah Perempuan Ditengah Arus Gelombang (Jogjakarta : Dian
Interfidei, 1995).

2 Melani Budianta mengangap bahwa salah satu hal terpenting dari peristiwa
itu adalah dibacakannya doa perempuan antariman yang saya susun. Pada hampir
setiap event dimana kaum perempuan berkumpul doa perempuan ini senantiasa
dibacakan. Melani Budianta, The Blessing Tragedy: The Making of Women’s Activism
During the Revormasi Years (1998-1999), draft paper, hal. 15-16.
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